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ABSTRAK

Tindakan keahatan mendefiniskan kejahatan sebagai  pelanggaran
terhadap hukum pidana. kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan indikas
sosia yang akan selalu dialami oleh setiap manusia, masyarakat terlebih lagi
negara. maraknya perbuatan melanggar hukum dalam tindak kejahatan sudah
menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai
berkurang salah satunya adalah kegahatan dibidang pemalsuan. kejahatan
pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemukan
dilingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat keterangan dokter.
surat yang akhir-akhir ini sering dipalsukan adalah surat pemalsuan test covid-19.
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya
pemalsuan surat yang dilakukan oleh Asn Rsu pandan, untuk mengetahui unsur
pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana pemasuan surat kesehatan
covid-19 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat kesehatan covid-19 yang
dilakukan oleh Asn Rsu pandan.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier
yang kemudian di analisa.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya
pemalsuan surat yang dilakukan oleh Asn Rsu pandan adalah faktor ekonomi,
faktor niat dan kesempatan dan faktor kasihan. unsur pertanggungjawaban pelaku
bahwa telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 268
ayat (1) KUHP berupa barang siapa, membuat secara palsu, atau dengan, maksud
untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung. Pertimbangan hakim

daam menjatuhkan putusan berdasarkan nomor. 336/PID.B/2020/PN.SBG,
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pertimbangan yuridis
dan non yuridis. Yuridis memenuhi pasal 268 ayat (1) barang Siapa, membuat
surat palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya
penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa
umum atau penanggung, diancam dengan pidana pengara paling lama empat
tahun. dan pertimbangan non yuridis bahwa terdakwa Etty Wardani Tarihoran
berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya
persidangan.

Kata Kunci: Pemalsuan, Surat Kesehatan dan Covid-19.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Daam tindakan kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagal pelanggaran
terhadap hukum pidana. kegahatan dalam kehidupan manusia menggambarkan
indikasi sosial yang bakal selalu dialami oleh tigp manusia, masyarakat, dan

terlebih lagi negara.!

Pandangan legal murni mengenai keahatan mendefiniskan kejahatan
sebagai tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana. betapa juga keji serta tidak
dapat diterimanya sesuatu perbuatan secara moral itu bukan dinamakan kejahatan

kecuali dinyatakan oleh hukum pidana.?

Tindakan kejahatan semakin bermacam-macam serta terus berkembang di
dalam kehidupan masyarakat bukan sgja pada masyarakat yang sudah maju, akan
tetapi pula terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. masalah tindakan
kegjahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum sgja,
namun juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma

susila, dan norma kesopanan.

Didalam redlita sebuah kehidupan manusia kejahatan menggambarkan
sesuatu permasalahan yang tidak bakal ada habisnya. dengan demikian bahwa

diperlukannya sesuatu eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat yang artinya

INursariani Simatupang dan Faisa. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan : CV.
Pustaka Prima, halaman 42.
2bid.,



hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. hukum
selalu disebut juga sebagai indikasi sosial, dimana terdapat masyarakat disitu ada
hukum. keberadaan hukum menggambarkan suatu kebutuhan masyarakat, baik
kebutuhan masyarakat secara individua ataupun dalam berhubungan dengan
orang lain dalam bersosialisasi. Hukum dibutuhkan untuk menjadi landasan aturan

dalam tata kehidupan.

Seiring dengan kemgjuan budaya serta iptek, sikap manusia ke dalam
hidup bermasyarakat serta bernegara malah semakin kompleks dan bahkan multi
kompleks. sikap demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada sikap
yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan
norma. terhadap sikap yang sesaui dengan norma (hukum) yang berlaku tidak
menjadi permasalahan. terhadap sikap yang tidak sesua dengan norma pada
umumnya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan
masyarakat.® maraknya perbuatan melanggar hukum dalam tindak kejahatan
sudah menjadi fakta jika tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai

menurun, salah satunya yaitu kejahatan dibidang pemal suan.

Surat berupa lembaran kertas yang di dalamnya bermakna tulisan kata,
frasa serta/ataupun terdiri dari huruf-huruf serta/ataupun terdirinya sebuah angka
daam bentuk apa pun serta adanya sebuag tulisan dimana memiliki arti
serta/ataupun makna buah pikiran manusia. kebenaran mengena suatu arti
serta/ataupun makna tersebut wajib mendapat perlindungan hukum. sebagai

ungkapan bahwa pemikiran yang tertentu terdapat di dalam surat wajib mendapat

3 bid., halaman 39.



suatu kepercayaan masyarakat. pembentukan suatu tindak pidana pemalsuan surat
ini agar mendapatkan perlindungan hukum kepada kepercayaan masyarakat
terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. tindak pidana pemalsuan
surat ini dibentuk agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap kepercayaan

yang diberikan oleh umum (publica fides) pada surat.*

Hukum pidana belanda yang mengikuti Code Penal mengenai pemal suan,
yang menggunakan sebutan faux en ecritures, sehingga pemalsuan hanya bisa
dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebaga masing-masing penciptaan
pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan metode apapun, serta
surat-surat yang bisa menjadi objek tidak seluruh jenis surat, ialah terhadap 4

macam surat sgja.

Daam tindak pidana pemalsuan surat (valschheid in geshrifren) telah
diatur di dalam Bab XIl buku Il KUHP dari pasa 263s/d 276, yang bentuk-

bentuknyaialah :°

1. Pemasuan surat yang bentuk nya standar ataupun bentuk pokok
(eenvoudige vaschheid in geschriften), yang disebut juga dalam
pemalsuan surat pada umum nya (pasal 263).

2. Pemalsuan surat yang dipeberatkan (gequalificeerde valshheids in
geschriften) (pasal 264).

3. Menyuruh untuk memalsukan keterangan palsu kesuatu akta autentik

(pasal 266).

4Adami Chazawi & Ferdian. 2019. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta : RajaGrafindo
Persada, halaman 135.

®Ibid., halaman 136.

®lbid.,



4. Pemalsuan surat hasil keterangan dokter ( pasal 267 dan 268).

5. pemalsuan surat-surat yang tertentu (pasal 269, 270 dan 271).

6. Pemalsuan surat keterangan hasil pgjabat mengenai hak milik (pasa 274).
7. Menyimpan suatu bahan ataupun benda untuk suatu pemalsuan surat

(pasal 275).

Perbuatan pemalsuan adalah perbuatan yang dilarang, apabila dilanggar
akan dikenakan hukuman, seperti yang terkandung dalam pasal 268 KUHP, dalam
hal ini apabila terjadinya sebuah perbuatan pemalsuan akan adanya sebuah
pertanggungjawaban. untuk mengetahui apakah perbuatan dapat diminta
pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya maka harus dilihat dari
kemampuan jiwa (versdelijke vermogens), doktrin ini secara lebih lengkap disebut
dengan actus non facit reum nisi mens sit rea ( actus reus dan mens rea ), suatu
perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat
jahat atau geen straf zonder schuld.

Tindakan kgahatan Pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak
kalah banyak ditemui di lingkungan masyarakat yaitu kejahatan pemalsuan surat
keterangan dokter. surat yang akhir-akhir ini sering dipalsukan adalah surat
pemalsuan test covid-19. rapid test merupakan metode pemeriksaa/uji secara cepat
didapatkan hasilnya. pemeriksaan ini memaka perlengkapan catridge untuk
melihat terdapatnya antibody yang terdapat dalam tubuh ketika ada infeksi virus.’
menurut keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.0/MENKES/382/2020 tentang

protokol pengawasan pelaku perjalanan di dalam negeri di bandara udara dan

"Primaya Hospital, “Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, Apakah Tahu Perbedaanya”
melalui, www.PrimayaHospital.com diakses pada tanggal 01 Juli 2021, pukul 09.15 wib.




pelabuhan dalam rangka pelaksanaan kehidupan masyarakat produktif serta aman

terhadap corona virus disease 2019 (COVID-19).

Diterbitkannya surat edaran mengenal syarat atau ketentuan guna
melakukan perjalanan tersebut membuat masyarakat sangat kesulitan untuk
berpergian kewilayah lain. dampak kesulitan itu juga menjadi faktor pendorong
bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil peluang ataupun
keuntungan untuk dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan serta
keselamatan bersama. pada dasarnya surat keterangan sehat ialah gambaran sesaat
yang memberikan gambaran terhadap keadaan kesehatan tubuh seseorang dengan
pemeriksaan pada hari diperiksanya kondis seorang pasien. gambaran itu
dituangkan dalam satu dokumen yang sering disebut dengan surat ataupun yang
lebih diketahui dengan istilah surat keterangan sehat. surat ini dibuat dan
dikeluarkan tidak sembarangan, namun dikeluarkan dengan prosedur yang
ditetapkan yaitu melalui tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. tetapi
pada kenyataanya di saat pandemi Covid-19 ini, ditemui kalau surat keterangan
sehat dibutuhkan oleh banyak orang untuk keperluan perjalanan keluar kota
sebagal persyaratan dalam pencegahan penularan virus ini dipalsukan serta
diperjual belikan secara illega oleh pihak yang tidak bertanggungjawab secara
murah &, seperti kasus yang terjadi di kota Sibolga dengan tindak pidana
pemalsuan surat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga dengan Putusan No.

Register 336/Pid.B/2020/Pn.Sbg. Pada putusan tersebut terdakwa yang bernama

8Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani dan Anak Agung Ngurah Wirasila. 2021. Sanksi
Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia. dalam Jurnal Kertha Semaya,
Vol. 4 No. 4 Tahun 2021.



Etty Wardani Tarihoran alias Etty digjukan ke persidangan berdasarkan dakwaan
Kesatu Primair melanggar pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, Subsidair telah melanggar suatu tindak pidana dengan pasal 268 ayat (1)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Daam kasus ini, terdakwa selaku Staf Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pandan, Tapanauli Tengah, Sumatera Utara telah melakukan pemalsuan surat
kesehatan hasil test covid-19 untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi.
pada kasus tersebut terdakwa telah melakukan test pada 41 (empat puluh satu)
orang pasien dengan biaya per orang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah). Terdakwa membuat duplikat stempel logo RSU Pandan, kemudian
mencetak data keterangan palsu, untuk meyakinkan pasien dengan keterangan
bebas test covid-19. tahap pemeriksaan dilakukan saat pihak kapal penyebrangan
membuat laporan adanya pemalsuan test bebas covid-19 sebelum penyebrangan
antara Kota Sibolga menuju Gunung Sitoli. Dalam kasus diatas bahwa terdakwa
diancam dengan pidana dalam pasal 268 ayat (1) KUHPidana. maka berdasarkan
latar belakang diatas, Proposa ini disusun dengan judul “ Pemalsuan Surat
Kesehatan Hasil Test Covid-19 Oleh Oknum ASN RSU Pandan ( Studi Kasus

Putusan No. Register 336/Pid.B/2020/Pn.Sbg)”.
1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa menggambarkan tentang adanya

kesgangan antara suatu harapan dan kenyataan.® penelitian diharapkan dapat

lda Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima,
halaman 14.



memecahkan suatu permasalahan, menutupi dan memperkecil kesenjangan

tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih, maka rumusan masalah ialah sebagai

berikut :

a

Apa sgja faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh
ASN RSU Pandan ?

Bagaimana unsur pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pemalusan
surat kesehatan hasi| test covid-19?

Apa sgja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap

tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19?

2. Faedah Pendlitian

a

secara teoritis yaitu faedah selaku sumbangan bak kepada ilmu
pengetahuan pada biasanya ataupun kepada ilmu hukum khususnya. 1°
Pengembangan ilmu pengetahuan untuk para peneliti lainnya bisa
menambah khazanah pengayaan ilmiah dan paling utama tentang hukum
tindak pidana pemalsuan.

secara praktis penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada
mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat, dalam mengembangkan peneltian

yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan .

B. Tujuan Pendlitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan telah selayaknya

mempunyai arti tujuan yang sesual dengan masalah yang dibahas. Hingga yang

19 bid., halaman 16.



menjadi tujuan yang mau dicapai dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh ASN RSU pandan.

2. Untuk mengetahui bagaimana unsur pertanggung jawaban pelaku dalam
tindak pidana pemalsuan surat Kesehatan Covid-19.

3. Untuk mengetahui apa sgja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat Kesehatan hasil test

Covid-19.
C. Definisi Operasional

Definisi operasional ataupun kerangka konsep ialah kerangka yang
menggambarkan suatu hubungan antara definisi-defisini ataupun konsep-konsep
khusus yang hendak diteliti. konsep yang hendak diteliti dengan terdakwa Etty
Wardani Tarihoran Selaku Staf ASN RSU Pandan. Berdasarkan judul yang telah
digukan “ Pemalsuan surat Kesehatan Hasil Test Covid-19 Oleh Oknum
ASN RSU Pandan (  Studi Kasus Putusan  No.Register
336/Pid.B/2020/Pn.Sbg”, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian

ini, ialah sebagai berikut :

1. Pemasuan suatu tindakan proses memalsukan, beradaptasi, mamalsukan

benda, stasistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.



2. Surat Kesehatan ialah surat keterangan yang khusus dikeluarkan oleh
dokter yang secara izin mempunya praktik tentang kondisi kesehatan
yang bersangkutan.

3. Covid-19idah virus yang dapat merusak sistem pernapasan.
D. Keadlian Pendlitian

Permasalahan mengenai terhadap pemalsuan surat kesehatan hasil test
covid-19 merupakan hal yang baru. oleh karenanya, penulis meyakini masih
sedikit nya pendliti-peneliti mengangkat suatu kasus tentang pemal suan surat hasil
test covid-19 ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. tetapi berdasarkan pada
sumber kepustakaan yang ditemukan baik lewat searching via internet ataupun
penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang
sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait *“ Pemalsuan
Surat Kesehatan Hasil Test Covid-19 Oleh Oknum ASN RSU Pandan ( Studi

Kasus Putusan No. Register 336/Pid.B/2020/Pn.Shg)”.

Dari sekian banyak judul penelitian yang pernah diangkat oleh pendliti
sebelumnya, terdapat dua judul yang sama mengulas tentang pemalsuan surat,

antaralain:

1. Virgina Puspa Dianti, NIM: 8111413008, Mahasiswa Universitas Negeri
Semarang, Tahun 2017 yang berjudul “ Tindak Pidana Pemalsuan Surat :
Andisis terhadap Putusan Hakim daam Perkara  Nomor

38/Pid.B/2016/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi”. Skripsi ini
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merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang Putusan hakim

dalam tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilian Negeri Slawi.

2. Anggi Karina, NPM: 1406200239, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Oknum
Aparat Kepolisan Yang Terlibat Pemasuan Surat 1zin Mengemudi”
Skripsi ini merupakan penditian emperis yang membahas tentang
bagaimana penegakan hukum terhadap oknum aparat kepolisian yang
terlibat pemalsuan surat izin mengemudi.

Secara konstruktif, subtansi serta pembahasan terhadap kedua penelitian
yang terkait diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.
dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini
mengarah kepada pemalsuan surat K esehatan hasil test covid-19 oleh oknum ASN
RSU PANDAN (Studi Kasus Putusan No0.336/Pid.B/2020/PN.Sbg) dengan
didasarkan pada pengkagian terhadap konsep, norma, teori, serta peraturan

perundang-undangan.

E. Metode Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini memaksimalkan hasil
penelitian, ini terdiri atas :
1. Jenisdan Pendekatan Pendlitian
Jenis penedlitian ini iadah penelitian yang dicoba dengan cara yuridis
normatif. Penelitian hukum yuridis normatif juga sering disebut dengan sebutan

penelitian hukum doktirnal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang
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tertuliskan di dalam peraturan perundang-undangan (law is book)!!, Bambang
Sunggono dalam buku Ida Hanifah juga menyatakan penelitian dengan
pendekatan yuridis normatif terhadap sistematika hukum bisa dilakukan pada

peraturan perundang-undangan tertentu serta hukum tertulis.?

2. Sifat Pendlitian
Penelitian hukum bertujuan untuk dapat mengetahui serta menggambarkan
kondisi suatu mengenai apa dan serta bagaimana keberadaan norma hukum serta
bekerjannya norma hukum pada masyarakat. berdasarkan tujuan penelitian hukum
tersebut, hingga kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.
Penelitian yang dilakukan ini mengunakan penelitian deskriptif yang dalam hal ini
penelitian yang hanya sematamata melukiskan kondis obyek ataupun
peristiwvanya tanpa suatu maksud buat mengambil kesimpulan-kessmpulan yang
berlaku pada umumnya.®
3. Sumber Data
Sumber data dalam penedlitian ini diperoleh dari data primer dan data
sekunder yang terdiri dari sebagal berikut :
a. Data yang bersumber dari hukum islam, ialah Al-Qur’an Surah An-Nisa
ayat 50 yang disebut sebagal data kewahyuan.
b. Data Primer ialah sumber data ataupun penjelasan yang merupakan data

yang diperolen secara langsung dari sumber pertama berdasarkan

Ui bid., halaman 19.
2ipid.,
131 bid., halaman 20.
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penelitian lapangan. data primer dalam penelitian ini diperoleh melaui
keterangan serta informasi yang didapat dari pihak Rsu Pandan.

c. Data Sekunder ialah data yang diperoleh lewat bahan kepustkaan, seperti
peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah serta hasil
penelitian terdahulu, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Kemenkes Republik Indonesia No.
HK.02.0/MENKES/382/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) dan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang K ekuasaan K ehakiman.

2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para
pakar hukum, disertai hukum, tesis huku, skrips hukum, pendapat
undang-undang dan putusan pengadilan, dan sertalain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier iaah berbentuk bahan-bahan hukum yang
memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum
primer serta bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, serta
sebagainya yang terdapat suatu keterkaitan dengan permasalahan yang
sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data
Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan

studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, ialah :
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1. Offiling, iadah menghimpun data studi kepustakaan secara langsung
dengan mendatangi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun
luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna
menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dalam
sebuah kasus.

2. Onling, iaah studi kepustakaan yang dilakukan dengan metode searching
lewat media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan
dalam penelitian dalam sebuah kasus.

5. Analisis Data
Metode yang digunakan buat menganalisis data ialah analisis kualitatif.

analisis kualitatif iadah andlisis data yang menyampaikan dan mengambil
kebenaran yang diperolen dari kepustakaan ialah dengan menggabungkan
peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang
dibahas. Setelah itu dianalisa secara kualitatif sehingga memperoleh suatu

pemecahan serta dapat ditarik suatu kesimpulan.



14

BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Tindak pidana idah suatu sebuatan yang memiliki suatu arti
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai sebutan yang dibentuk dengan
pemahaman dalam memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum
pidana. tindak pidana mempunya makna yang abstrak dari segala peristiwa
peristiva yang jelas dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana diberikan
pengertian bersifat ilmiah serta dipilih dengan jelas agar dapat memisahkan

dengan istilah sehari-hari digunakan dalam kehidupan masyarakat.4

Suatu istilah dalam tindak pidana ialah sebagai terjemahan dari istilah
bahasa belanda yaitu ““strafbaar feit” atau delict”. di dalam bahasa Indonesia
sebagal terjemahan dari strafbaar feit ataupun delict terdapat beberapa istilah

sebagai berikut:®

1. Tindak pidana

2. Perbuatan pidana
3. Peristiwa pidana

4. Pelanggaran pidana

5. Perbuatan yang boleh dihukum

1“Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Y ogyakarta: CV. Budi Utama, halaman
5

15H.Ishag. 2016. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,
halaman 136.

14
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6. Perbuatan yang dapat dihukum

Seperti dikemukakan oleh Profesor Pompe, mengenai strafbaar feit itu
menurut teoretis bisa diartikan sebagai “suatu tindakan pelanggaran norma
(pelanggaran terhadap tertib hukum) yang dengan senggja ataupun tidak sengaja
yang telah dilakukan oleh seorang perilaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap
pelaku tersebut merupakan perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan serta
terjaminnya kepentingan umum” ataupun sebagal de normovertreding (verstoring
der rechsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing
dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het

algemeen welzijn.1°

Pengertian Strafbaar feit, yang dikemukakan oleh simon ialah merupakan
suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.’

Istilah-istilah yang sempat digunakan dengan baik dalam perundang-
undangan yang terdapat dalam berbagai literatur hukum sebagal terjemahan dari

istilah strafbaar feit ialah:®

a. Tindak pidana, ialah istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita
serta hampir semua peraturan perundang-undangan kita menggunakan

istilah ini.

8P A.F Lamintang & Franciscus TheoJunior Lamintang. 2018. Dasar-Dasar Hukum
Pidana Indonesia. Jakarta: SinarGrafika, halaman 180.

Y|bid., halaman 183.

18BAdami Chazawi. 2018. Pelajaran Hukum Pidana Bagian |. Jakarta: RajaGrafindo,
halaman 67-68.
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b. Suatu peristiwva pidana yang digunakan oleh beberapa pakar hukum
misalnya seperti R. Tresna yang di dalam bukunya “Asas-asas Hukum
Pidana”. serta para pakar hukum lainnya.

c. Deik, bersumber dari bahasa latin “delictum” digunakan buat
menggambarkan apa yang diartikan dengan strafbaar feit. kata ini dapat
dijumpai di beberapa literatur, misalnya dalam Utrect.

d. Pelanggaran Pidana, ditemukan dibeberapa buku pokok-pokok hukum
pidanayang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaga.

e. Perbuatan yang bisa dihukum, sebutan ini dapat digunakan oleh karni
dalam bukunya “Ringkasan tentang Hukum Pidana”.

f. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-
undang dalam UUD No. 12/D

g. rt/1951 tentang senjata serta dan bahan peledak (pasal 3).

h. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moelyatno dalam beberapa tulisan yang
dipergunakan beliau.

Profesor Van Hattum mengemukakan, strafbaar feit itu seolah-olah “orang
yang dapat dihukum” telah ditiadakan, hingga umunya pada waktu orang
menjabarkan sesuatu delik ke dalam suatu unsur-unsurnya, orang terpaku pada
unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan pada undang-undang serta melupakan
tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum,

ataupun yang juga disebut bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid,
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termasuk dalam kategori syarat-syarat yang berhubungan dengan pribadi dari
pelakunya itu sendiri.®
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Didalam unsur-unsur tindak pidana bahwa terdapat dua sudut pandang
mengenal unsur-unsur tindak pidana, ialah: (1) dari sudut pandang teoretis, serta
(2) dari sudut ketentuan undang-undang. teoteris artinya bersumber dari pendapat
para pakar hukum, yang terdapat pada bunyi rumusannya. sebaliknya bahwa suatu
kenyataan mengenal tentang tindak pidana dapat dilihat dari sudut undang-undang
yang dapat diartikan sebagai tindak pidana yang terkandung dalam pasal peraturan
perundang-undangan yang telah ada.®
Unsur-unsur tindak pidana dapat dikecualikan setidak-tidaknya menjadi
dua sudut pandang, ialah:
1. Sudut teoretis
Teoretis artinya bersumber dari pendapat para ahli hukum, yang tercermin
pada bunyi rumusan.
2. Sudut undang-undang
dalam undang-undang merupakan suatu kenyataan tindak pidana tersebut
diartikan sebagai tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan

perundang-undangan yang telah ada.

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno iaah:

1. Perbuatan

9P A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.Cit., halaman 183.
20 Adami Chazawi, Op.cit., halaman 79



2.

3.

18

Y ang dilarang (oleh aturan hukum)

Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).?

Sedangkan yang dikemukakan oleh R.Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-

unsur, ialah:

1

2.

3.

Perbuatan ataupun rangkaian perbuatan (manusia)
Y ang bertetangan dengan peraturan perundang-undangan
Diadakan tindakan penghukuman??

Dapat dilihat bahwa dalam unsur-unsur dari dua para ahli hukum tersebut

terdapat perbandingan, ialah bahwa tindak pidana itu merupakan perbuatan

manusia yang dilarang, dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan serta

diancam dipidana bagi yang melangarnya. dari beberapa unsur-unsur yang ada

jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak melibatkan diri si pembuat ataupun

dipidananya pembuat, semata-mata mengenal perbuatannya.

Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Daam buku Il KUHP muncul umusan-rumusan mengenai periha suatu

tindak pidanayang terdiri dari kelompok tindak kejahatan, serta di dalam buku 111

mengenal suatu tindak pelanggaran. dari kesmpulan dari tindak pidana dalam

KUHP itu, dapat disimpulkan terdapat 11 unsur tindak pidana, yang terdiri dari:?

1

2.

Unsur tingkah laku
Unsur melawan hukum
Unsur kesalahan

Unsur akibat konsitutif

A1bid.,
2bid., halaman 80.
231bid., halaman 81-82.
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o1

Unsur kondisi yang menyertai

(o]

. Unsur syarat tambahan agar dapatnya dituntut pidana

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

[o0]

. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

©

Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, diantaranya dua unsur, ialah kesalahan dan serta
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan dalam selebihnya

berupa unsur objektif. dari kedua unsur tersebut dapat diartikan, ialah:

Daam unsur objektif merupakan mengenai segala unsur yang terdapat
diluar keadaan batin manusia ataupun si pembuat, merupakan unsur yang terkait
atas perbuatannya, akibat dampak perbuatan serta kondisi-kodnisi yang melekat

(sekitar) pada perilaku serta objek tindak pidana.

Daam unsur subjektif merupaka segala unsur mengenai batin serta

melekat pada kondisi terhadap batin orangnya.?*

Perbuatan yang dilakukan akan menjadi suatu tindak pidana apabila
perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum, yang
merugikan masyarakat, dilarang oleh suatu aturan pidana, pelakunya diancam

dengan hukuman pidana.

21bid., halaman 83.
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasarnya

tertentu, sebagai berikut:?®

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Terdapat dalan sistem KUHP, bahwa dibedakan antara keahatan
(midrijven) terdapat dalam buku |l serta pelanggaran (overtredingen)
terdapat dalam buku I11.

Menurut metode cara mendefenisikannya, dapat dibedakan antara tindak
pidana formil (formeel delicten) serta tindak pidana materiil (materieel
delicten).

Menurut bentuk kesalahannya, dapat dibedakan antara suatu tindak pidana
yang disengga (doleus delicten) serta tindak pidana dengan tidak senggja
(culpose delicten).

Menurut segala yang terdapa dalam perbuatannya, bisa dipisahkan bahwa
tindak pidana aktif/positif dapat diartikan dalam tindak pidana komisi
(delicta commisionis) serta tindak pidana pasif/negatif, dikatakan bahwa
dengan tindak pidana omisi (delicta omissionis)

Menurut pada terjadinya pada jangka waktu, hingga bisa dipisahkan
kembali antara tindak pidana berlangsung seketika serta tindak pidana
terjadi dalam waktu lama ataupun berlangsung lama/berlangsung terus
menerus.

Berdasarkan pada sumbernya, bisa dibedakan antara tindak pidana umum

dan sertatindak pidanakhusus.

3|bid., halaman 121-122.
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7) dari sudut subyek hukumnya, bahwa bisa dipisahkan antara tindak pidana
communia (yang bisa dilakukan oleh sigpa sgjd), serta suatu tindak pidana
propria (yang bisa dilakukan oleh orang memiliki mutu pribadi tertentu).

8) Menurut pada butuh tidaknya suatu pengaduan dalam perihal suatu
tuntutan sehingga dipisahkan antara tindak pidana biasa (gewone delicten)
sertatindak pidana aduan (klacht delicten).

9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, hingga bisa
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicten),
tindak pidana yang diperberat (gequalifceerde delicten) dan serta tindak
pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).

10) Berdasarkan dalam kepentingan umum yang dilindungi, hingga tindak
pidana tidak terbatas jenisnya bergantung pada suatu kepentingan umum
yang dilindungi, semacam tindak pidana terhadap nyawa serta tubuh,
terhadap harta benda, dalam tindak pidana pemalsuan, tindak pidana
terhadap namabaik, dan terhadap kesusilaan.

11) Dari sudut tindakan suatu larangan, dapat dipisahkan antara tindak pidana
sendiri (ekelovoudige delicten) serta tindak pidana berantai (samengestelde

delicten).



22

B. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat merupakan bentuk kejahatan yang di dalamnya memilki
unsur keadaan Kketidakbenaraan ataupun palsu atas sesuatu (objek) yang
sesungguhnya itu tampak dari luar seolah-olah terlihat benar, padahal

sesungguhnya bertetantangan dengan yang sebenarnya.?

Sebagaimana yang diatur dalam Al-Qu’ran Surah An-Nisa ayat 50 yang

berbunyi:

Lia 4 4 Gk i

g Py a - -~

Artinya: "Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan Dusta terhadap Allah

dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka)”.%’
1. Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita
uraikan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua

macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan juga unsur-unsur objektif.?®

Mengenai dalam unsur subjektif merupakan unsur yang tertuju kepada diri
s pelaku ataupun yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, serta tertera
ke dalamnya mengenai segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

sementara yang diartikan dengan unsur objektif itu merupakan segala unsur yang

®\Wayan Santosa. 2016. Interprestasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat.
dalam Jurnal Magister Hukum Udaya, Vol. 5 No. 1 Me 2016 halaman 6.

27Al-Qu’ran Surah An-Nisa ayat 50.

2P.A.F Lamintang & Franciscus TheoJunior Lamintang, Op.cit., halaman 192.
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ada hubungannya dengan kondisi di dalam mana tindakan dari si pelaku itu harus

dilakukan.?®

Dalam unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat (1) ialah :

Unsur-unsur objektif :

a. Perbuatanya: 1) membuat palsu
2) memalsukan
b. Objeknya: 1) surat yang dapat menimbulkan suatu hak
2) surat yang menimbulkan suatu perikatan
3) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
4) surat yang diperuntukkan untuk bukti dari pada suatu hal

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian

Unsur subjektif :

d. Kesalahan: dengan niat untuk menggunakan ataupun meminta orang lain

untuk memakai seolah-olah isinya benar sertatidak dipal su®

Unsur-unsur pemalsuan surat dalam berdasarkan pasal 264 ialah:3!

1. Unsur perbuatan serta unsur kesalahan pasal 264 (1):
a. Perbuatan: membuat surat palsu, ataupun memalsu
b. Kesalahan: maksud untuk memakai ataupun menyuruh memakai

2. Unsur objeknya: akta-akta auntentik

Xlbid.,
A dami Chazawi & Ferdian, Op.cit., halaman 137-138.
31l bid., halaman 164-165
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a. Suatu hutang ataupun sertifikat hutang dari suatu negara, bagian
negara, suatu Lembaga umum

b. Surat sero yang diartikan suatu hutang maupun sertifikat sero maupun
hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan maupun tentang
maskapal

c. Taon diartikan sebagal tanda bukti dividen atapun bunga dari salah
satu surat, ataupun tanda bukti yang dikeluarkan sebagal pengganti
surat-surat itu

d. Surat kredit ataupun surat dagang yang diperuntukkan untuk
diedarkan, sedangkan unsur-unsur tindak pidana memakai surat palsu

ataupun dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) iaah:

Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatan memakai
2. Objeknyamengenal surat surat yang diterkandung di dalam ayat (1)
3. Seolah-olah isinya benar ataupun dipalsu

4. Pemakaian surat yang menimbulkan suatu kerugian

Unsur-unsur subjektif:

5. Kesalahan dengan disengaja’®

2bid.,
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2. Pertanggung jawaban pidana dalam pemalsuan surat

Konsep terhadap pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip
utama yang hanya berdasarkan pada gjaran kesalahan sebagai mens rea, konsep
ini dianut oleh sistem hukum di Inggris serta Amerika Serikat dengan prinsip an
act does not make a person guilty unless his mind is guilty, yang artinya dalam
suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud
tidak bersalah. Konsep dari dualistis memisahkan antara segala perbuatan dengan
pertanggungjawaban pidana. unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah
kesdahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai dasar unsur
pertanggungjawaban pidana. sifat melawan hukum ialah unsur dari perbuatan,
sehingga suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang bersifat

melawan hukum.*?

Menurut yang dikemukakan Roeslan Saleh, dalam tiga unsur merupakan
kesatuan yang tidak dapat arti demikian urutan-urutannya serta yang disebut
kemudian tergantung pada yang disebutkan terlebih dulu. konkretnya, tidaklah
mungkin dapat dipikirkan tentang adanya suatu kesenggjaan ataupun kealpaan,
apabila orang itu tidak sanggup bertanggungjawab. bahwa dalam mengenai hal
alasan pemaaf, apabila seseorang tidak mampu bertanggungjawab maka tidak juga

adanya kesengajaan ataupun disebut keal paan.>*

%3 Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta
Kencana, halaman 5.

3 Dwidja Priyatno. 2017. Sstem Pertanggungjawaban Pidana Korporass Dalam
Kebijakan Legislasi. Depok: Kencana, halaman 39
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Pertanggungjawaban pidana segala atas penilaian yang dilakukan setelah
terpenuhinya semua unsur pelanggaran dalam tindak pidana ataupun harus
terbuktinya suatu tindak pidana. penilaian ini dilakukan secara objektif serta
subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma
hukum yang telah dilanggar nya, sehingga berkaitan dengan perbuatan serta nilai-
nilac mora yang telah dilanggarnya. pada akhirnya, dari sudut objektif pembuat
dinilai sebagai orang yang dapat dicela ataupun tidak dapat dicela. kesalahan ini
berfokus kepada hak-hak moralitas, pembuat yang telah melanggar suatu hak-hak
moralitas wajib untuk dicela. karena penilaian secara subjektif dilakukan terhadap
pembuat bahwa keadaan-keadaan psychologis tertentu yang telah melanggar

moralitas patut dicela ataupun tidak dapat dicela®

Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, dalam suatu kesalahan bukan
hanya adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan suatu
perbuatan pidana serta adanya sebuah hubungan antara keadaan tersebut dengan
tindakan yang dilakukan yang, sehingga orang tersebut dapat untuk dicela karena
segala perbuatan yang dilakukan. ketercelaan menurut masyarakat ini tidak dapat
lepas dari kondisi psychis pembuat. meskipun dari hal menerima kesalahan yang
menurut penilaian dari masyarakat, dalam ha ini bahwa moeljatno
mengemukakan menerima kesalahan yang berhubungan dengan kondisi
psychologis. asas dasar kesalahan di dalamnya termasuk ketercelaan serta secara
psychis pembuat dapat dinyatakan bersalah. hal ini sangat berpengaruh pada suatu

bentuk kesalahan, ataupun dengan kesenggjaan (dolus) serta kealpaan (culpa)

$5Agus Rusianto, Op.cit.,halaman 14.
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merupakan suatu tindakan ketercelaan yang dinilai sebagai suatu penilaian dari

masyarakat.>

Daam asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld),
menurut pandangan Yyang dikemukakan monistis tidak dapat dilepaskan dari
suatu pengertian tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan.
penilaian terhadap kesalahan ini sebagai suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan
ialah penilaian kesalahan masih dalam ruang lingkup kesalahan sebagai unsur dari
tindak pidana sebagai suatu “kesalahan yang subjektif”. kesalahan subjektif ini
bersifat psychologis, kesalahan yang bersifat normatif apabila terdapat dalam
rumusan tindak pidana tidak tercantum secara tegas unsur kesalahan yang biasa

dikatakan dengan dapat disesalkan.®’

3bid., halaman 19.
%71bid., halaman 29.
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C. Teori Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sur at

Pembuktian dapat diartikan sebagai membuktikan suatu alat-alat bukti
yang legal di muka pengadilan untuk diperiksa oleh hakim guna memberikan

kepastian tentang kebenaran peristiwa yang akan dikemukakan. 38

Tindakan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran mengenai
kebenaraan serta kepercayaan, dengan maksud mendapatkan suatu keuntungan
untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. dalam berosidisas yang tertib di
daam masyarakat yang maju, tidak dapat berlangsung tanpa adanya suatu
jaminan tentang segala kebenaran atas bukti surat serta dokumen-dokumen
lainnya. karenanya pemalsuan dapat dikategorikan tindakan ancaman bagi
kehidupan di dalam masyarakat. tindak pidana pemalsuan surat dapat disebutkan
sebagali tindak kegahatan yang di dalamnya terkandung unsur keadaan
ketidakbenaraan ataupun palsu atas suatu (objek), yang sebenarnya dilihat dari
luar seolah-olah terlihat benar padahal bahwa sesungguhnya bertetangan dengan

yang sebenarnya.®

Seperti yang diketahui dalam suatu tindak pidana pemalsuan surat telah
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasa 263
sampa pasal 267. yang dimaksud tindak pidana pemalsuan surat terkandung

dalam pasal 263 KUHP berbunyi:

%87ainal Asikin. 2015. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta: Kencana, halaman
100.
Wayan Santosa., loc.cit
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“barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang ataupun yang
diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk
memaka untuk menyuruh kepada orang lain untuk menggunakan surat
tersebut seolah-olah isinya benar serta tidak palsu, dan diancam jika
pemalsuan tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian, karena pemalsuan
surat, dengan pidana penjara paling enam tahun.”
Surat dapat diartikan halnya tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan
menggunakan media mesin tulis. tidak menggunakan soal huruf, dan yang
digunakan menggunakan tangan, dengan memakai cetakan ataupun alat lain yang

termasuk telegram. pemal suan surat harus ternyata:

a. Diperuntukkan untuk bukti dalam suatu fakta apakah menurut undang-
undang atau surat dari kekuasaan adminitrass yang dikeluarkan
berdasarkan wewenangnya atau juga surat itu dapat timbul hak, suatu
perikatan (verbintenis) ataupun dalam pembebasan utang.

b. Dibuat secara palsu

c. Pembuat memiliki maksud untuk memakai sebagai asli serta tidak palsu
untuk menyuruh orang lain memakainya.

d. Dengan pemakaian itu dapat menimbulkan suatu kerugian.*

Dalam sebuah pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan
suatu perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam
acara pidana. dalam hal ini bahwa hak asas manusia dipertaruhkan. bagaimana
jika seseorang yang didakwakan dinyatakan bersalah serta telah melakukan

pelanggaran yang didakwakan berdasarkan aat bukti yang ada diserta

“OAndi Hamzah. 2015. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delciten) Di Dalam KUHP.
Jakarta: Sinar Grafika, halaman 137.
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keyakinan hakim, padahal dalam keberanannya tidak benar.*' dalam tindak

pidana pemalsuan surat tentu harus adanya pembuktian tentang benar tidaknya

pelaku melakukan tindak pidana tersebut. untuk mencari tahu kebenaran

materiil, dijelaskan daam beberapa sistem pembuktian antara lain sebagai

berikut:*?

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara

positif (positive wettlijk bewijstheorie).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian
yang disebut dalam undang-undang, disebut sistem ataupun teori
pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positive
wettlijk  bewijstheorie). dalam secara positif, karena berdasarkan
dengan undang-undang melulu. yang diartikan bahwa, jika telah
memenuhi sesual dengan aat-alat bukti yang terkandung di dalam
undang-undang, maka suatu keyakinan hakim tidak diperlukan sama
sekali. karena sistem ini disebut dengan pembuktian formal (formele
bewijstheorie).

Seperti yang dikemukakan oleh D.Simons bahwa, sistem ataupun
teori pembuktian bersumber dalam undang-undang secara positif (positief
wettlijk) bahwa sistem ini menyingkirkan semua pertimbangan subjektif
hakim serta juga mengikat hakim secara tegas menurut peraturan-

peraturan pembuktian yang keras.

249.

“Andi Hamzah. 2016. Hukum Acara Pidana Indoensia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

“|bid., halaman 251.
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b. Sistem ataupun teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
melulu.

Teori ini secara langsung bertentangan dengan teori pembuktian
yang terkandung dalam undang-undang secara positif, karena teori
pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga
conviction intime.

Teori bersumber dengan keyakinan hakim melulu yang dasarnya
kepada keyakinan hati nurani seorang hakim dengan ditetapkan bahwa
terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang telah didakwakan
kepadanya. melalui sistem ataupun teori pembuktian tersebut, bahwa
pemidanaan dimungkingkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam
peraturan perundang-undangan.

Seperti yang dikemukakan olen Wirjono Prodjodikoro bahwa,
sistem pembutkian tersebut pernah dianut di Indonesia, pada majelis
hukum distrik serta majelis hukum kabupaten. sistem ini diartikan
bahwa memungkingkan hakim menyimpulkan apa sgja yang menjadi
landasan dasar teori hakim mengambil suatu tindakan menurut
keyakinannya,

c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan
yang logis (laconviction raisonnee).

Daam teori ini, hakim dapat memutuskan bahwa seseorang
bersadlah berdasar keyakinannya, keepercayaan yang didasarkan

dengan dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan
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(conclusive) yang berlandaskan dengan peraturan-peraturan pembuktian

tertentu.

Sistem ataupun teori pembutkian ini disebut juga pembuktian
bebas karena hakim bebas untuk mengatakan alasan-alasan keyakinannya
(vrijebeweljstheorie).

d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

(negatief wettdijk).

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama serta yang
baru, seluruhnya menganut sistem atau teori pembuktian bersumber pada
undang-undang negative (negatief wettlijk). hal tersebut dismpulkan dari
pasal 183 KUHAP, dahulu pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

”Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang,

kecuali dalam ha ini mempunya sekurang-kurangnya dua aat bukti

yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi serta bahwa terdakwalah yang bersaah telah
melakukannya”.

Daam sistem teori pembuktian yang berdasarkan dalam undang-undang
secara negative (negatief wettlijk bewijstheorie) ini, pemidanaan didasarkan
kepada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag, D.Simons mengatakan),
ialah pada peraturan undang-undang serta pada keyakinan hakim, dan serta

menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan

undang-undang.



BAB |11
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh ASN

RSU Pandan

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal luas dalam suatu
masyarakat yang sudah mau, dimana data-data tersebut dipergunakan agar
mempermudah masyarakat bersosidiasi. perbuatan pemalsuan ini  dapat
digolongkan pertama-tama dalam kelompok tindak kejahatan “penipuan”, hingga
tidak segala perbuatan penipuan apabila seseorang membaerikan gamabaran atas
suatu barang seakan-akan adli atau benar, sebaliknya sesungguhnya ataupun
kebenaran tersebut tidak dimilikinya. karena informasi ini orang lain tertipu serta
mempercayal jika kondis yang ditafsirkan tersbebut atas benda/surat/data ialah

benar atau adli.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis tindak pelanggaran terhadap
kebenaraan serta keyakinan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi
diri sendiri. hidup bersosialisasi dengan tertib di dalam masyarakat yang maju,
tidak dapat berlangsung tanpa adanya sebuah jaminan kebenaran atas fakta pesan,
bukti data serta dokumen-dokumen terkait lainnya. karena perbuatan pemalsuan

dapat menjadi ancaman untuk kelangsungan hidup dalam masyarakat tersebut.

Segala tindakan ataupun perbuatan oleh manusia pastil mempunyai sebab
serta akibat pula, karena dalam tindakan kejahatan memunyai motif ataupun

alasan untuk memenuhi suatu tindak kejahatan dengan segala jenis aasan yang

33
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berbeda-beda satu dengan yang lainnya. berbagai dalam tindak keahatan ini

terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Daam perihal mencari sebab-sebab kriminalitas dengan berbagal metode
yang tidak lepas dari sgjarah ilmu pengetahuan kriminologi, berikutnya pula perlu
diteliti kembali latar belakang dari kriminalitas dengan mempergunakan ilmu
psikologi, kriminalitas dapat pula ditinjau dari aspek sosiologi, iaah
perkembangan karakter kriminal tidak akan dapat lepas dari pengaruh lingkungan

sosidl.

Secara teoritis, kedudukan kriminologi dalam menganalisa suatu tindak

kejahatan ataupun perilaku menyimpang ialah untuk :*3

1. mendapatkan penafsiran yang lebih mendalam mengenai sikap manusia
serta lembagalembaga sosid masyarakat yang berpengaruh  pada
kecenderungan dari penyimpangan norma-norma hukum.

2. Mencari cara-carayang lebih bailk guna untuk mempergunakan penafsiran
dalam melakukan kebijaksanaan sosia yang dapat menghindari ataupun
meminimalisir dan serta menangulangi kejahatan.

Dengan kata lain anaisis kriminolgi bermanfaat dalam mendapatkan
sebab sebab yang mendorong terbentuknya suatu tindak kejahatan. menurut para

pakar kriminolgi, terdapat beberapa teori dalam mengulas peranan faktor-faktor

4 Robert Okta Sophian Hasudungan Lumban Raja. 2015. Faktor-Faktor Penyebab
Terjadinya Kejahatan Pemalsuan Bpkb Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi.
Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.
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yang melatar belakangi terjadinya suatu tindakan keahatan serta perilaku
menyimpang, diantaranya ialah:*
1. Faktor-faktor sosial structural.
Terdapat sebuah teori yang menekankan peranan penting dalam faktor-
faktor sosial structural dalam menganalisa kejahatan, dan serta terjadinya
sikap menyimpang, antara lain teori tentang tindak keahatan serta
keadaan ekonomi menurut (WA bonger), dan menurut teori anomi (Robert
merton), teori-teori sub kebudayaan teori-teori konflik serta sebagainnya.
2. Faktor-faktor interaksi

Daam ha ini perlunya aspek pewarisan nilai-nilai serta norma-norma
khususnya kepada anak-anak yang tengah mengalami masa proses
sosiadlisas dimasyarakat. hasil penelitian menurut para tokoh dari aliran ini
seperti yang dikemukakan Cllifford R.Shaw dan Henry D.MC. Kay
menjelaskan pada suatu daerah ataupun wilayah dalam angka tindak
kegjahatan yang rendah terdapat banyak keseragaman, kesamaan nilai-nilai
serta sikap-sikap konvesional dalam hubunganya dengan pengasahan
terhadap anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan serta yang erat
kaitannya.
Sedangkan diwilayah dengan angka kejahatan yang tinggi berkembang
dengan sistem nilai-nila moral yang saling berselisih serta saling

mendesak. Sehingga proses tahap belgar itu berkaitan dengan teknik-

“bid.,
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teknik melakukan kegahatan serta motif-motif pembenaran yang
mendukung terjadinya sebuah tindak kejahatan.
3. Faktor-faktor reaks sosial.
Sadah satu kasus kriminologi yang menjelaskan tentang kejahatan
perspektif reaksi sosia yang ditulis oleh Edwin Lemert. Dalam buku
Mulyana W. Kusuma yang berjudul “Kriminologi serta masalah kejahatan
suatu pengatar ringkas” didalam buku tersebut Lemert mengungkapkan
tentang proses seseorang dijauhi sebagal pelaku penyimpangan serta
akibatnya karir dalam kehidupannya terorganisasikan ataupun terbentuk
secara sendiri di sekitar status sebagal pelaku sifat penyimpangan.
Seperti yang dikemukkan oleh Lemert bahwa perbedaan antara utama
tentang penyimpangan primer serta sekunder. penyimpangan primer
menjelaskan keadaan seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran
terhadap norma akan tetapi hal ini dilakukannya masih dipandang asing
bagi dirinya. Sedangkan sebaliknya dalam penyimpangan sekunder
menyangkut dalam kasus seseorang mengornisasikan ciri-ciri psikologinya
disekitar peranan sifat menyimpang. penyimpangan sekunder seringkali
merupakan tindakan pelanggaran norma yang terulang berkali-kali serta
terwujud sebagal reaksi sosial.
Daam status sosial seorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh
beberapa faktor. selama pada masyarakat itu terdapat sesuatu yang dihargar maka
selama itu pula terdapat pelapisan-pelapisan di dalamnya serta pelapisan-

pelapisan seperti itulah yang menentukan status sosia seseorang. seluruh
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perbuatan ataupun aksi tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab
serta akibat, begitu pula dalam tindak keahatan, setiap kejahatan memilki motif
ataupun aasan untuk melakukan aksi kegahatan serta setigp aasan tersebut
berbeda-beda satu sama lainnya. perbandingan ini terjadi karena setiap perbuatan
manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Sutherland mengemukakan bahwa sikap kriminal iaah perilaku yang
dipelgari dalam lingkuingan sosia, artinya semua tingkah laku bisa dipelgari
dengan bermacam metode. Berdasarkan pada pengaruh-pengaruh teori tersebut
dapat dismpulkan bahwa munculnya teori differential association ialah
didasarkan kepada:*®

1. Bahwa setigp orang akan hendak menerima serta mengakui pola sikap
yang dan tingkah laku yang hendak dilakukan.

2. kekecewaan dalam mempelgari sifat tingkah laku dapat menyebabkan
inkonsistens serta ketidakharmonisan.

3. Konfilik budaya (conflict of culture) idah prinsip dasar dalam
menjelaskan tindak kejahatan,

K ekuatan teori differential association bertumpu kepada aspek-aspek:

1. Teori ini relative mampu menjelaskan bahwa sebab-sebab timbulnya
tindak kejahatan akibat penyakit sosial.

2. Bahwa teori ini mampu membertitahukan bagaimana seseorang karena
adanya/melewati proses belgar menjadi jahat.

3. Ternyatateori ini berlandaskan kepada kenyataan serta bersifat rasional.

“Nursariani Simatupang dan Faisal, Op.cit., halaman 158.
] bid., halaman 159.
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K elamahan mendasar teori ini ialah:*’

1. Bahwa tidak seluruh orang ataupun tiap orang yang berhubungan dengan
kejahatan akan meniru/memilih pola-polatindak kriminal.

2. Teori ini belum mengulas, menjelaskan, serta tidak peduli pada karakter-
karakter orang-orang yang ikut serta dalam proses belgar tersebut.

3. Teori ini tidak mampu menjelaskan kenapa setiap individu lebih suka
melanggar undang-undang serta belum mampu menjelaskan kausa kasus
kejahatan yang lahir karena spontanitas.

4. Bahwateori ini sangat sulit untuk diteliti, karena teoritik namun juga harus
menentukan intensitas, durasi, frekuensi serta prioritasnya.

Segala faktor-faktor mengjdi pemicu penyebab terjadinya suatu tindakan
kriminalitas di dalam masyrakat paaling utama untuk menjadi negara mau
seperti  Indonesia. dengan jumlah penduduk terbanyak serta pendapatan
perkapita yang rendah mengakibatkan para penduduk negara-negara berkembang
menjadi alasan untuk melakukan tindakan keahatan. sekeras apapun upaya
pemerintah serta aparat untuk memberantas tindak kejahatan, tetapi jika
kesgjahteraan serta tingkat pendidikan masih rendah maka kriminalitas akan terus
berkembang. #

Adapun faktor-faktor yang menyebakan pelaku melakukan tindak

pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antaralain:

“bid.,

48 Tribrata News.Kepri.Polri.go.id,”Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas
Melalui Internal dan Eksternal” melalui, Http://Tribratanews.Kepri.Polri.go.id diakses pada
tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 23.18 Wib.
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1. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi salah satu titik awal terjadinya pemalsuan surat
kesehatan hasi test covid-19, dalam ha ini bahwa Etty Wardani
Tarihoran selaku terdakwa mengutarakan bahwa mengeluarkan surat
kesehatan hasil test covid-19 karena ingin membantu saudara sebangsa
dan setanah air, dari dampak pemberlakuan PSBB yang mengakibatkan
banyak karyawan di PHK dan mengakibatkan karyawan tersebut ingin
pulang kampung menuju pulau nias. banyak karyawan yang di PHK
tidak mampu membayar harga surat kesehatan hasil test covid-19 karena
faktor ekonomi. %

2. Faktor Niat dan Kesempatan

Tidak hanya faktor diatas, secara praktis dijelaskan bahwa suatu
tindak keahatan ataupun tindak pidana termasuk tindak pidana
pemalsuan timbul dikarenakan dua hal, yaitu adanya niat serta
kesempatan. suatu tindak pidana pemal suan dapat dilakukan apabilatelah
terpenuhi dua unsur, artinya timbul niat serta adanya kesempatan untuk
melakukan niat tersebut. seseorang yang telah mempunya niat untuk
melakukan suatu tindak pidana, jika tidak mempunya kesempatan yang
memungkinkan maka niat ataupun tindak pidana tidak akan
terlaksanakan. demikian juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai
kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana akan tetapi

jika ia sama sekali tindak mempunya niat untuk melakukan perbuatan

*Hasi| wawancara dengan Etty Wardani Tarihoran, selaku Terdakwa Mantan Asn Rumah
Sakit Umum Pandan, tanggal 29 Agustus 2021, Jalan Hutabalang. Tapteng.
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tersebut. hingga dalam kasus pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-
19 karena adanya faktor kesempatan untuk memalsukan surat rapid test
akibat dari dampak pandemic covid-19.%°
3. Faktor Kasihan

Dari keterangan Etty Wardani Tarihoran selaku terdakwa bahwa
timbulnya niat untuk memalsukan surat kesehatan hasil test covid-19
murni untuk membantu karyawan yang di PHK untuk melakukan
penyebrangan ke pulau nias, dan terdakwa membantu mereka karena
terdakwa kasihan melihat keadaan psikologis mereka karena sudah lama
tergantung-gantung ingin melakukan penyebrangan kepulau nias. maka
daam ha ini terdakwa secara pribadi memberanikan diri membantu
mereka apapun resikonya agar dapat memberangkatkan pihak-pihak yang

ingin melakukan penyebrangan ke pulau nias.!

S0Hasil wawancara dengan Etty Wardani Tarihoran, selaku Terdakwa Mantan Asn Rumah
Sakit Umum Pandan, tanggal 29 Agustus 2021, Jalan Hutabal ang, Tapteng.

5lHasil wawancara dengan Etty Wardani Tarihoran, selaku Terdakwa Mantan Asn
Rumah Sakit Umum Pandan, tanggal 29 Agustus 2021, Jalan Hutabal ang, Tapteng.
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B. Unsur pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pemalsuan surat
Kesehatan hasil test covid-19

Pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 dari segi hukum pidana,
ialah tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP pasal 268 ayat (1) dan
(2). Hukum pidana Indonesia telah memuat tentang pemalsuan sesuatu yang
merupakan salah satu wujud tindakan aksi krimina tergolong kejatahan dalam

KUHP pengaturan terkait pemal suan surat.

Pemalsuan surat dalam pasal 268 ayat (1) merupakan pemalsuan
materiil, sebab sifat palsunya terletak pada subjek hukumnya, yang sekaligus
pula tindakan pemalsuan intelektual, karena sifat palsunya terletak dalam isi

surat.>

Unsur kesalahan pada pasal 268 ayat (1) dalam wujud kesengajaan sebagal
maksud (opzet als oogmerk) yang ditujukan untuk menyesatkan penguasa hukum

umum serta para penanggung.>

Daam hal ini kesan yang timbul sebab surat palsu ataupun dipalsu dalam
pasa 268 ayat (1) terdapat dua, pertama terdapat pada isinya surat, yang
sesungguhnya palsu ataupun dipalsu, namun mengesankan pada orang isinya
benar ataupun tidak dipalsu. kedua kesan terhadap suatu subjek hukum sipembuat
surat, yang sesungguhnya bukan dibuat dokter, namun mengesankan dibuat oleh

seorang dokter.>*

52Adami Chazawi dan Ferdian, Op.Cit., halaman 191.
31 bid.,
1 bid.,
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Di dalam pasal 268 KUHP terkandung dua bentuk tindak pidana, masing-
masing diartikan dalam ayat (1) serta ayat (2). bila kedua diartikan tindak pidana

itu dirinci, terdiri unsur-unsur ialah:>
dalam ayat (1) mengandung unsur-unsur:
Unsur-unsur yang bersifat objektif:

a. Perbuatannya: 1) membuat secara palsu;
2) memalsu;
b. Objeknya: dalam surat keterangan dokter tentang ada tidaknya penyakit,
kelemahan ataupun kecacatan;
Unsur-unsur yang bersifat subjektif:
c. Kesalahan: dengan maksud untuk menyesatkan para penguasa umum

ataupun para penanggung.

daam tindak pidana pemasuan bisa dijerat dalam sanks pidana

bersumber pada pasal 268 KUHP merumuskan diantaranya:

1. Barang siapa membuat secara palsu ataupun memalsu surat keterangan
dokter tentang ada ataupun tidak adanya penyakit, kelemahan ataupun
cacat, dengan maksud untuk menyesatkan para penguasa umum ataupun
para penanggung, dikenakan dengan pidana penjara paling lama empat

tahun.

%51bid., halaman 189.
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2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang
sama memakal surat keterangan yang tidak benar ataupun dipalsu,

seolah-olah surat itu benar dan sertatidak dipalsu.

Unsur kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana bukan kesalahan
yang bersifat psychologis ataupun kesalahan sebagaimana pada unsur tindak
pidana (yang berbentuk kesenggaan ataupun kealpaan). unsur kesalahan yang
tidak bersifat psychologis ataupun bersifat normatif telah banyak dibahas di dalam

doktrin-doktrin hukum pidana oleh para pakar-pakar hukum pidana .>

Terdapat dadlam KUHP memperoleh asas tiada pidana tanpa kesalahan
(geen straf zonder schuld), namun pada hal ini hukum pidana Indonesia tidak
secara tegas menghubungkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban
pidana. karena konsekuensi dari teori monisitis yang dianut oleh KUHP. pada
saaat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan
sebagal unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur
tindak pidana sekaligus membahas tentang unsur kesalahan sebagai unsur
pertanggungjawaban pidana. karena bentuk-bentuk kesalahaan (kesenggjaan dan
serta  kealpaan) iaah kesadahan yang bersifat  psychologis, maka

pertanggungjawaban pidana juga bersifat psychologis.>’

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan
dengan mens rea, kalua pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan

mental maka suatu pikiran yang salah (guilty mind). Guilty mind memiliki arti

%6Agus Rusianto, Op.Cit, halaman 127.
Ibid., halaman 129.
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sebagal suatu tindakan kesalahan yang subjektif, dimana seseorang dikatakan
apabila diri pembuat bersalah, sehingga orang itu wajib bertanggungjawab,
adanya suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada sipembuat
maka sipembuat wajib dipidana, tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind)
berarti tidak dapat pertanggungjawaban pidana serta berdampak tidak dipidananya

sipembuat.>®

Dalan KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang diartikan
dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawban pidana diatur
secara negatif yang biasanya memakai frasa “tidak dipidana” (pasal 48,49,50,51
KUHP), tidak dapat dipertanggungjawabkan karena di dalam “(pasal 44 ayat (1)
serta (2) KUHP) dan lain-lain. pengaturan yang demikian menimbulkan suatu
lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam civil law dibelanda,

serta khusunya di Indonesia mengadopsi KUHP belanda.

Secara umum teori-teori hukum pidana periha pertanggungjawaban
pidana bagi civil law selalu berkiatan dengan kesalahan, ataupun disebut dengan
asas kesalahan yang diartikan dengen asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. dalam
KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan selaku faktor tindak
pidana, hingga dalam mengulas kesalahan sebagai unsur tindak pidana dan akan

membahas pertanggungjawaban pidana.

Daam hal ini bahwa orang tidak mungkin diminta pertanggungjawan dan

serta dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana. tetapi

8| hid., halaman 139.
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walaupun dia melakukan tindak perbuatan pidana, tidaklah selalu bisa dipidana.
orang yang melaksanakan suatu perbuatan pidana maka akan dipidana apabila dia
mempunyai kesalahan. seseorang yang memiliki kesalahan bila pada waktu
melakukan suatu tindak perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat
dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin

berbuat demikian.

Daam hakikatnya, perihal ini dapat dicela, karena bagi hakikatnya perihal
tersebut bisa dihindarinya melakukan yang melawan hukum itu. sebab kehendak
pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, hingga ini bisa
dicelakan padanya. hingga pada sekian jauh maka sebuah kesalahan
memunculkan ataupun memiliki akibat dapat dicela celaan itu dapat
memungkinkan sebab pembuat dapat itu dapat berupaya, suapaya dia tidak
berbuat berlawanan dengan hukum. pelanggaran atas norma itu tergantung pada

suatu kehendaknya.

Kepada pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan berupa sanksi pidana
ataupun hukuman. Khusus nya dalam mengenai hukuman sebagal salah satu
permasalahan pokok hukum pidana, perseoalan yang sangat penting ialah
mengenai  konsep dalam tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar
pembenaraan dari pidana sebaga suatu usaha untuk menjadikan pidana lebih
fungsional.

Daam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang tercela itu pada

pelakunya, maka benarlah bahwa periha dipidana ataupun tidaknya pelaku
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tidaklah tergantung pada apakah terdapat perbuatan pidana ataupun tidak,
melainkan pada apakah terdakwa tercela ataupun tidak telah melakukan perbuatan
pidana itu. sebab itu pula dikatakan bahwa dasar dari tindakan pidana merupakan
asas legdlitas ialah asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan ialah terlarang
serta diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sebaliknya dasar
dari dipidannya pembuat ialah asastidak dipidana bilatidak ada kesalahan.
Mempertanggungjawabkan  terdakwa  atas  perbuatannya  yang

dilakukakannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah
bersifat melawan hukum, hingga dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu wajib ada
kepastian tentang adanya suatu perbuatan pidana serta dengan semua unsur-unsur
kesalahan tadi harus dihubungkan kembali agar perbuatan pidana yang dilakukan,
sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidannya
terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan suatu perbuatan pidana

2. Mampu dalam bertanggungjawab

3. Dengan kesenggjaan ataupun keal paan

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Daam unsur kesalahan serta sifat melawan hukum yang bukan sebagai

unsur tindak pidana ataupun sebaga dasar untuk  memastikan
pertanggungjawaban pidana ialah dasar pertimbangan hakim yang ditemukan
dengan mempelgari tujuan dari pembuatan norma hukum dalam undang-undang
serta kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum serta

undang-undang. alasan pemaaf dalam aasan pembenar balk yang telah
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terkandung di dalam undang-undang pidana ataupun bersumber dari yurisprudensi
dengan dasar pertanggungjawaban pidana.>®

Mengena unsur-unsur yang memang harus dipertimbangkan oleh hakim
untuk memastikan pertanggungjawaban pidanaial ah:®°

1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilian secara teologis serta bukan
unsur tindak pidana;

2. Kesalahan yang dilakukan penilian secara teologis serta bukan sebagai
unsur tindak pidana;

3. Tidak adaalasan dari pembenar;

4. Tidak adaadasan dari pemaaf;

5. Mampu dalam bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat
kesehatan hasil test covid-19 sebagamana dalam perkara putusan Pengadilan
Negeri Nomor 336/Pid.B/2020.PN.Sbg, hingga sanks pidana untuk orang yang
membuat surat keterangan palsu ataupun memalsukan surat keterangan dokter
sebagaimana diatur serta diancam pidana pasal 268 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor
336/Pid.B/2020.PN.Shg, bahwa terdakwa atas nama Etty Wardani Tarihoran,
telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
melakukan membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, perikataan, ataupun pembebasan hutang ataupu suatu

yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk

%9Agus Rusianto, Op.Cit., halaman 238.
lbid.,
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menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah isinya
benar serta tidak dipalsukan bila dalam pemakaian surat tersebut bisa
menimbulkan suatu kerugian karena hal pemasuan surat mkaa akan dijatuhi
hukuman pidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. tindak pidana
yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Etty Wardani Tarihoran, yaitu pemalsuan
surat Kesehatan hasil test covid-19.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut benar telah melanggar
ketentuan pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena unsur-
unsur dari pasal tersebut terbukti. Pasal 268 ayat (1): barang siapa membuat
secara palsu ataupun memalsu surat keterangan dokter tentang ada ataupun tidak
adanya penyakit, kelemahan ataupun cacat, dengan maksud untuk menyesatkan
penguasa umum ataupun penanggung maka akan diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 268 ayat (1) KUHP iaah
sebagai berikut:

1. Adanya seorang pelaku;

2. Menempatkan keterangan palsu kedalam surat keterangan dokter tentang
suatu kebenaran surat tersebut;

3. Unsur dengan maksud akan menggunakan ataupun menyuruh orang lain
menggunakan surat tersebut, seolah-olah surat itu asli ataupun tidak
dipasu;

4. Unsur dalam mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;
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Maka sebagal pertanggungjawaban untuk menentukan apakah seseorang
akan dilepas ataupun akan dipidana atas tindakan yang telah terjadi, dalam hal ini
untuk mengetahui bahwasanya seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana
maka dalam hal ini terdapat unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa

seseorang dinyatakan bersalah dan diminta pertanggungjawaban pidana.
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C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kesehatan Covid-19 Yang Dilakukan Oleh
Oknum ASN RSU Pandan

Sadah satu usaha untuk mengapai suatu kepastian hukum dengan
penegakan hukum secara tegas iadlah dengan melaui kekuasaan kehakiman,
dimana hakim sebagal aparat penegak hukum yang lewat putusannya dapat
menjadikan tolak ukur tercapainnya suatu kepastian hukum.

Hakim ialah pilar utama serta tempat terakhir untuk mencari keadilan
dalam suatu proses peradilan. sebaga salah satu kekuasaan kehakiman yang
menerima, memeriksa, serta memutus suatu kasus perkara, hakim dituntut untuk
memenuhi rasa keadilan kepada para pencari keadilan.5!

Putusan hakim harus bisa memberikan perlindungan hukum kepada para
pihak, sebab pada hakikatnya proses litigasi untuk melindungi serta menjamin
hak-hak asasi manusia serta sekaligus melindungi yang lain dari perbuatan zalim
sertamelanggar hukum.%?

Daam pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung serta badan peradilan yang terletak dibawahnya mengenai
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan serta oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi.

8lwildan Suyuthi Mustofa. 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana, halaman 55
62 Jonaedi Efendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. Depok:
Kencana, halaman 310.
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Seorang hakim diharuskan buat menegakkan hukum serta keadilan dengan
tidak memihak. hakim dalam membeikan suatu keadilan harus menganalisa
terlebih dahulu tentang kebenaran kasus yang digjukan kepadanya agar kemudian
memberikan penilaian terhadap kasus tersebut serta menghubungkannya kembali
dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru bisa menjatuhkan putusan
terhadap kasus tersebut.

Sebagal penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, hingga
hakim harus wajib memahami ruang lingkup, tugas, dan serta kewajibannya
sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. setelah
memahami suatu tugas serta kewajibannya, maka hakim harus berupaya secara
adil dalam mengerjakan serta menyelesaikan perkara yang digjukan kepadanya
dalam suatu perkara.

Kehidupan bermasyarakat yang terus menjadi kompleks saat ini dituntut
terdapatnya penegakan hukum serta keadilan buat memenuhi rasa keadilan
terhadap masyarakat. figur seseorang hakim sangat memastikan lewat putusan-
putusannya sebab pada hakekathya hakim lah yang melaksanakan  suatu
kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan demi
terjaminnya rasa keadilan itu.

Seorang hakim harus dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak
boleh menolak memeriksa serta mengadili suatu peristiwa yang digukan
kepadanya. periha ini diatur secara tegas di dalam pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk

memeriksa serta mengadili suatu perkara yang digukan dengan dalih bahwa



52

hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya”.

Adapun pertimbangan hakim terhadap perbuatan pemalsuan surat
kesehatan hasil test covid-19 oleh oknum ASN RSU Pandan, dapat
dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. Register
336/Pid.B/2020/PN.Shg.

1. Kronologi Perkara

Daam kasus ini nama terdakwa adalah Etty Wardani Tarihoran, pada hari
senin, tanggal 22 juni 2020 sampa dengan hari jumat tanggal 26 juni 2020
ataupun setidak-tidaknya suatu waktu dalam dalam bulan juni 2020 bertempat di
Klinik yakin sehat, jalan padang sidempuan, dikelurahan sibuluan nalambok,
kecamatan sarudik, kabupaten tapanauli tengah, ataupun pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkaraini, secara tanpa hak dan melawan hukum, telah
membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat memunculkan suatu
hak, perikatan, ataupun pembebasan dalam hutang, ataupun yang digunakan untuk
memenuhi bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk menggunakan
ataupun meminta orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya
benar serta tidak di palsu ataupun mereka yang melakukan, yang meminta
melakukan serta yang turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa terjadinya suatu pemalsuan surat Kesehatan hasil test covid-19 ini
berawal dari pada hari senin, tanggal 22 juni 2020 sekitar 09.00 wib pak pius

mendatangi Kklinik yakin sehat dengan maksud bertanya apakah klinik tersebut
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dapat melakukan rapid test, terdakwa yang bernama Etty Wardani Tarihoran
dipertemukan dengan pak pius, karena klinik tersebut tidak dapat mengeluarkan
surat hasil labotorium, disitulah timbul niat terdakwa untuk membuat surat palsu
menggunakan Kop RSUD Pandan, setelah itu terdakwa bertemu dengan Pak Pius
untuk melakukan persetujuan kepada pak pius untuk mengambil darah untuk
mengeluarkan surat bebas covid-19 dirumah pak pius situ sendiri. kemudian pada
hari itu juga terdakwa melakukan tes terhadap 11 (sebelas) orang pasien dengan
harga per orang Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah
mendapatkan uang dari pas pius terdakwa kemudia menduplikat membuat
duplikat stempel pasu RSUD Pandan. keesokan harinya pak pius mendatangi
klinik yakin sehat kembali ingin mengurus surat test covid-19 sebanyak 30 orang
dan menawar untuk harga per orangnya menjadi Rp.225.000.00 (dua ratus dua
puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya dan pengambilan darah
dilakukan dirumah pak pius tersebut.

Kemudian ditanggal 24 juni 2020 sekitar pukul 08.00 wib pian
menghubungi terdakwa (pian mendapatkan nomor terdakwa dari pak pius) dan
mengatakan meminta tolong mengetes covid-19 untuk 22 orang, kemudian
terdakwa menyuruh saksi Muhammad Arif Panggabean untuk mengambil darah 7
7 pasien dirumah pak pian dan setelah selesai terdakwa memberikan uang
Rp.200.00.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Arif Panggabean,
selanjutnya pada tanggal 26 juni 2020 sekira jam 09.00 wib terdakwa kembali
menyuruh saksi Arif Muhammad Panggabean kerumah pak pian untuk

mengambil darah pasien sebanyak 42 orang, setelah selesai terdakwa pun
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memberikan uang Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saks Arif
Muhammad Panggabean, kemudian stempel darah yang diambil dimasukkan
terdakwa kedalam tabung eta dengan menggunakan pipet tes yang diperoleh
terdakwa dari klinik yakin sehat |alu memasukkan darah tersebut ke aat rapid test
yang dibeli terdakwa melalui online shopee, kemudia terdakwa mencampurnya
dengan cairan baffer setelah itu barulah keluar hasilnya, kemudian terdakwa
mengeluarkan surat bebas covid-19 dengan memasukkan data kedalam CPU surat
bebas covid-19 lalu mencetaknya dengan menggunakan mesin printer kemudian
terdakwa tandatangani setelah itu terdakwa stempel dengan logo RSUD Pandan

kabupaten tapanauli tengah instlans labotorium.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanski Pidana

Hakim dalam upaya membuat suatu putusan memiliki pertimbangan
yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, penjelasan terdakwa,
penjelasan saksi, beberapa barang bukti, serta pasal-pasal perbuatan hukum
pidana, serta dalam memberikan pertimbangan non yuridis yang terdiri atas latar
belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa,
ditambah hakim harus meyakini bahwa apakah terdakwa telah melakukan suatu
perbuatan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang terkandung dalam
unsur-unsur tindak pidanayang didakwakan kepadanya.

Penjatuhanan hukuman yang dilakukan hakim tentu didasarkan atas
pertimbangan:
a. pertimbangan yuridis

b. pertimbangan non yuridis
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daam ha ini pertimbangan yang bersifat yuridis ialah pertimbangan
hakim yang dibersumber dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam
persidangan oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai periha yang harus
dimuat di dalam suatu putusan. hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya ialah:
1. dakwaan dari jaksa penuntut umum
2. tuntutan pidana
3. keterangan saksi
4. keterangan terdakwa serta
5. barang bukti

Disamping dalam pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam
menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis.
pertimbangan yuridis sga tidaklah cukup untuk menentukan bahwa akan
ditetapkan nya nilai keadilan dalam suatu pemidanaan, karena ditopang serta
didukung dengan pertimbangan non yuridis. dasar pertimbangan hakim dalam
menghukum pelaku tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19
antara lain: fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan,
keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa
serta kondisi terdakwa

Ha-ha yang dijadikan sebuah pertimbangan oleh hakim dalam
memperberat serta dalam memperingan sanks pidana penjara yang akan
dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut ialah:
1. keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan terdakwa dilakukan di saat masa pandemic Covid-19
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b. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi dr.Evi Natalia
Purba, M .ked. (Clin Path), Sp.PK serta RSUD Pandan
c. Terdakwatelah menikmati hasil kejahatannya
2. keadaan yang meringankan:
a. Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya
b. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar
jalannya persidangan
c. Terdakwa belum pernah dipidana
Berdasarkan pertimbangan yuridis serta non yuridis, maka majelis hakim
yang memberikan putusan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana terbukti bersalah melakukan suatu
tindak pidana, pidana yang dijatukan pada diri terdakwa bukanlah untuk balas
dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelgaran bagi terdakwa agar selama
menjalani pidananya tersebut, terdakwa dapat merenungi kembali kalau yang
dilakukannya itu ialah suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan
setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut terdakwa dapat kembali ke
masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan
mengingat tuntutan yang digjukan oleh penuntut umum, peran terdakwa, serta
akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta keadaan yang
memberatkan serta meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis
Hakim pidana penjara yang akan digtunkan kepada terdakwa dipandang sudah

tepat sertatelah memenuhi rasa keadilan.
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Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, maka magelis hakim

memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Etty Wardani Tarihoran Alias Etty telah terbukti

secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“pemalsuan surat keterangan dokter”sebagaimana dakwaan alternatif

kedua penuntut umum;

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9

(Sembilan) bulan;

c. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurungkan seluruhnyadari pidanayang dijatuhkan;

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

52 (lima puluh dua) rangkap fotocopy labotorium patologi klinik;
24 (dua puluh empat) rangkap surat hasil labotorium patologi
klinik;

43 (empat puluh tiga) alat suntik bekas,

1 (satu) buah alat rapid tes bekas,

1 (satu) pasang sarung tangan karet;

2 (dua) buah tabung gas edta;

1 (satu) buah spidol warna hitam;

1 (satu) buah pulpen merk kenko easy gel;

2 (dua) buah potongan selang infuse Panjang kurang lebih 50 cm;

10) 93 (Sembilan puluh tiga) plaster penutup luka;
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11) 1 (satu) HP merk nokia berwarna hitam;

12) 6 (enam) buah alat rapid tes yang baru (yang belum terpakai);
13) 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan RSUD Pandan;
Dirampas untuk dimusnahkan;

14) Uang tunai Rp.350.000.00 (tigaratus lima puluh ribu rupiah);
15) 1 (satu) unit printer merk brother warna hitam;

16) 1 satu

17) (satu) unit CPU merk cell;

Dirampas untuk Negara;

e. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sgumlah Rp.2.000.00

(duaribu rupiah);
4. Analisis Kasus

Berdasarkan putusan majelis hakim, kalau perbuatan terdakwa sebagimana
diatur dalam pasal 268 ayat (1) yang unsur-unsurnya ialah:

a. Barang siapa unsur ini membuktikan kepada subjek hukum, ialah
orang/pelaku yang digjukan ke muka persidangan disebebkan terdapatnya
suatu dakwaan terhadap dirinya. unsur barang siapa perlu dipertimbangkan
untuk menghindari terjadinya salah dalam menggukan orang ke
persidangan dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan
terdakwa ke muka persidangan dalam perkara ini, penuntut umum telah
menghadapkan terdakwa ke muka persidangan yang diawa pemeriksaan
perkara ini telah diperiksa identitas dirinya serta ternyata terdakwa telah

menerangkan dirinya sama dengan identitas pelaku tindak pidana
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sebagaimana yang dimaksudkan penuntut umum di dalam surat
dakwaannya yaitu terdakwa Etty Wardaani Tarihoran, dengan demikian
tidak terjadi salah orang atau salah menggjukan orang/pelaku ke
persidangan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur
“barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

. Unsur membuat keterangan palsu ataupun memalsukan surat keterangan
dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, ataupun ada
atau tidak adanya kelemahan ataupun cacat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan, terdakwa dalam hal ini menerbitkan surat keterangan hasil tes
covid-19 terhadap 154 (seratus lima puluh empat) orang dengan meniru
tandatangan saksi dr.EVI NATALIA PURBA, M.Ked. (Clin Path),Sp.PK
tanpa disadari dan tanpa seijin dari saksi dr.EVI NATALIA PURBA,
M.Ked (Clin Path),Sp.PK padahal terdapat kop. RSUD pandan dalam
surat tersebut seharusnya yang memiliki wewenang untuk menandatangani
surat tersebut hanyalah saksi dr.EVI NATALIA PURBA, M.Ked (Clin
Path),Sp.PK;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dalam
perkara ini termasuk dalam “Memalsukan Surat Keterangan Dokter”
sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Maeis Hakim akan

mempertimbangkan apakah Surat Keterangan Dokter yang dipalsukan
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oleh terdakwa memuat ada atau tidak adanya suatu penyakit atau terkait
ada atau tidaknya kelemahan atau cacat;

Menimbang, bahwa karena sub unsur ini bersifat alternatif,
sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari sub unsur tersebut
mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap
dipersdangan Surat Keterangan Dokter Palsu yang dikeluarkan oleh
terdakwa merupakan Surat Keterangan terkait ada atau tidaknya penyakit
Covid-19 di tubuh seorang pasien;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dengan bantuan saksi
MUHAMMAD ARIF PANGGABEAN benar melakukan uji sampel darah
dengan aat rapid test yang dibeli dari shopee tetapi dengan tidak
dilakukannya dengan prosedur yang benar sebagaimana diterapkan di
RSUD pandan, maka hasil test yang dilakukan terdakwa tidak dapat
diptertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, surat
Keterangan Dokter yang dipastikan oleh terdakwa merupakan Surat
K eterangan Dokter yang memuat ada ataupun tidaknya suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maelis
Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut
hukum;

Unsur dengan maksud memperdayakan kekuasaan umum atau orang-

orang yang menanggung asuransi
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Menimbang, bahwa unsur ini bersifat aternatif, sehingga apabila
telah kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi ialah
dengan adanya Surat Keterangan Dokter Palsu dalam pasal ini membuat
orang-orang yang memiliki kekuasaan atas suatu hal atau orang-orang
yang menanggung asuransi menjadi melakukan sesuatu ataupun tidak
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, contohnya adalah
dengan adanya Surat Keterangan Dokter Palsu asuransi harus membayar
sesuatu kepada pasien yang seharusnyatidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan salah satu tujuan dari terdakwa mengeluarkan Surat
Keterangan Hasil Tes Covid-19 pasu tersebut, adalah untuk menjadi
syarat administrasi menyebrang orang-orang yang ingin pergi ke nias dari
Pelabuhan Sibolga Sambas;

Menimbang, bahwa dari tujuan terdakwa tersebut, Majelis Hakim
menilai terdakwa dalam hal ini sudaah memiliki maksud untuk
memperdaya para petugas administrasi di Pelabuhan Sibolga Sambas yang
memiliki kewenangan memutuskan berhak atau tidaknya seseorang
menyebrang ke Nias,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maelis
Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut
hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 268 Ayat

(1) KUHP telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Magelis Hakim
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maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara
sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan terdakwa
yang digukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 November 2020
yang pada intinya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada
Magelis Hakim karena terdakwa amat menyesali perbuatannya serta
berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta karena terdakwa masih
memiliki anak yang masih sangat kecil, hal tersebut merupakan keadaan
yang akan digunakan sebaga pertimbangan Magelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim
tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, bailk sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka
terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawab,
maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa maka
telah dikenakan penangkapan serta penahanan yang sah, maka berdarkan
pasa 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Majelis hakim berpendapat segala unsur-unsur dalam dakwaan

pertama telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah
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melakukan tindak pidana pemalsuan surat kesehatan. maka dari uraian
diatas, magjelis hakim memilih langsung dakwaan berbentuk alternatif yang
digunakan jaksa penuntut umum karena berdasarkan proses pembuktian
alat bukti, keterangan saksi, hingga keterangan terdakwa bahwa majelis
hakim berpendapat dakwan kesatu dari jaksa penuntut umum sudah
terbukti oleh karena itu hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 268
ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada diri terdakwa
bukanlah untuk balas dendam, namun untuk semata-mata hanya pelgaran
bagi terdakwa agar selama menjalani pidannya, terdakwa dapat merenungi
dan merasakan atas kesalahaanya kembali bahwa yang dilakukannya itu
merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan
setelah selesal melaksanakan pidannya tersebut terdakwa dapat kembali ke
masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga
dengan mengingat tuntutan yang digjukan oleh Penuntut Umum, Peran
Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta
keadaan yang memberatkan serta meringankan tersebut diatas, maka
menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan
kepada terdakwa dipandang sudah tepat serta telah memenuhi rasa
keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka
harusah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
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Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

Berdasarkan putusan hakim , maka putusan pidana penjara selama
9 (Sembilan) bulan terhadap terdakwa ETTY WARDANI TARIHORAN
sedangkan dalam ketetentuan hukum di dalam KUHP pasal 268 ayat (1)
bahwa seharusnya terdakwa diberikan sanksi pidana penjara selama 4
tahun penjara karena telah melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test
covid-19 karena terdakwa melakukan pemalsuan surat dimasa pandemic,
tetapi hakim yang berperan sebagai penegak hukum yang melaui
putusannya memberikan sanksi pidana penjara selama 9 (sembilaan)
bulan, hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mendapatkan rasa
keadilan, dalam putusan nya hakim menganut sistem atau teori
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim bahwa segala perbuatan tidak
harus diputuskan melalui bukti dan undang-undang.

Hakim juga memberikan rasa keadilan terhadap terdakwa karena
terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
terdakwa juga bersikap sopan dan berterus terang sehinggan memperlancar
persidangan, terdakwa juga sebelumnya belum pernah dipidana, serta
terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, ha tersebut merupakan
keadaan yang akan digunakan sebaga pertimbangan majelis hakim untuk
menjatuhkan putusan bagi terdakwa agar terdakwa mendapat rasa keadilan

selama proses pengadilan.
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Majelis hakim memutus perkara tindak pidana pemalsuan atas

nama terdakwa Etty Wardani Tarihoran sebagai berikut:

MENGADILI:

. Menyatakan terdakwa ETTY WARDANI TARIHORAN Alias ETTY
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Pemalsuan Surat Keterangan Dokter” sebagaimana Dakawaan
Alternatif Kedua Penuntut Umum;

. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara;

. selama 9 (Sembilan) bulan;

. Menetapkan bahwa masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;

. Menetapkan barang bukti berupa:

52 (lima puluh dua) rangkap fotocopy Labotorium Patologi Klinik;

24 (dua puluh empat) rangkap surat hasil Labotorium Patologi Klinik;
- 43 (empat puluh tiga) alat suntik bekas;

- 1 (satu) buah alat rapid tes bekas,

- 1 (satu) pasang sarung tangan karet;

- 2(dua) tabung gas Edta;

- 1 (satu) buah spidol warna hitam;

- 1 (satu) buah pulpen merk Kenko Easy Gel;

- 2 (dua) buah potongan selang infuse Panjang kurang lebih 50 cm;

- 93 (Sembilan puluh tiga) plaster penutup kaca;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
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- 6 (enam) buah aat rapid test yang baru (yang belum terpakai);

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan RSUD Pandan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunia Rp.350.000.00 (tigas ratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam;

- 1 (satu) unit CPU merk CELL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sgumlah Rp.2.000.00 (dua
ribu rupiah);

Dari uraian diatas mgjelis hakim dapat memutus perkara dengan putusan
pemidanaan. namun dalam ha ini maelis hakim memutus perkara pemalsuan
surat keterangan dokter dengan memutus dengan putusan pemidanaan dan
terbukti bersalah melanggar pasa 268 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman

pidana 9 bulan penjara.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh
Asn Rsu Pandan dalam ha ini Etty Wardani Tarihoran selaku terdakwa
mengemukakan bahwa ia melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test
covid-19 karena faktor ekonomi, faktor niat dan kesempatan, dan faktor
kasihan.

2. Unsur pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pemalsuan surat
kesehatan covid-19 dalam pasal 286 ayat (1) telah terbukti bersalah dan
telah memenuhi unsur-unsur berupa barang siapa, membuat secara palsu,
atau dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung
maka dari itu segala unsur telah terpenuhi maka dari itu terdakwa telah
mengakui perbuatan nya dan menyesali atas segala perbuatannya, bahwa
oleh karena itu terdakwa sSiap mempertanggungjawabkan segala
perbuatanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi
hukuman pidana.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak
pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 yang dilakukan oleh
ASN RSU PANDAN berdasarkan putusan nomor.
336/PID.B/2020/PN.SBG dipengadilan negeri sibolga, pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pertimbangan yuridis dan non

yuridis. Yuridis memenuhi pasal 268 ayat (1) barang siapa, membuat surat
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palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya
penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan
penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana pengjara paling
lama empat tahun. dan pertimbangan non yuridis bahwa terdakwa Etty
Wardani Tarihoran berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga
memperlancar jalannya persidangan.
B. Saran
Saran-saran yang penulis dapat gjukan dari kessmpulan diatas sebagal
berikut:

1. Pelu ditekankan kembali dalam mengatas faktor-faktor penyebab
terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan covid-19 bukan sga
mengenal apa yang telah dilakukan semua pihak baik itu kepolisian, pihak
rumah sakit, pihak pemerintah kota, maupun masyarakat, akan tetapi yang
perlu ditekankan disini yaitu konsistens dari setigp pihak dalam
mel aksanakan tugas tersebut agar |ebih efektif.

2. Perlu sebaga pertimbangan kembali agar selaku terdakwa diberikan efek
jerah agar pertanggungjawaban pidana diberikan agar menimbulkan efek
jerah kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

3. Diharapkan kepada Majelis Hakim agar memutus perkara sesuai dengan
isi pasalnya karena di dalam pasal 268 KUHP terdapat hukuman penjara 4
tahun dan bukannya 9 bulan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk agar
pelaku merasa jera dan menjadi contoh buat orang lain agar tidak

melakukan tindak pidana.
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